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BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGlI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten
Sigi Tahun 2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
1



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sigi Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Menetapkan

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 - 2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.

3. Bupati adalah Bupati Sigi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPIJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.



10.

11.

12.

13.

(1)
(2)
(3)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periodel (satu) tahun.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Sigi
untuk periode Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari
RPIJMD Kabupaten Sigi sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi
dari SKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJIMD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan.

RPJIJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih tahun

2016-2021.

RPJIMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD;

b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana Kkerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan
mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program RPJMD yang dituangkan dalam Renstra
SKPD sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun Renstra
SKPD.



BAB 111
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5
Sistematika RPIMD Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB Il : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV . ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB VIII  : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI : PENUTUP
Pasal 6

RPJIJMD Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(1)
(2)

(3)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJIMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang
dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Perubahan RPJIJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi
yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri;

c. terjadi perubahan yang mendasar;dan/atau

d. merugikan kepentingan Daerah.



(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau
perubahan kebijakan Daerah.

(3) Merugikan kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah.

(4) Perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan dengan RTRW yang
akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

RPJIJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada
tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama masa jabatan
Bupati berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI SIGlI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGl,
ttd
R. NOLLY MUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 29, 0372016

Salinan sesuai dgngan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUK & ORGANISASI
SEKRETARIAT\DAERAH BUPATEN SIGI

Nip. 19 2000121004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 29, 0372016



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 - 2021

UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan
daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh
pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati terpilih disusun sesuai dengan periode waktu
masa jabatan Bupati.

RPJIJMD Kabupaten Sigi ini akan digunakan sebagai pedoman dan
rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Daerah dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas



